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KATA PENGANTAR 


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas 
rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Advokasi, 
Komunikasi, Informasi dan Edukasi periode tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. 
Renstra ini merupakan penjabaran dan penterjemahan secara lebih detail dari Renstra 
Kedeputian Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Tahun 2020-2024. 
Penyusunan Renstra ini melalui tahapan usulan arah kebijakan, program dan kinerja, 
dimana dalam pelaksanaannya, arah kebijakan, program dan kegiatan tersebut 
dijabarkan kedalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan unit kerja dalam 
lingkup Eselon II atau Direktorat dan dapat serta harus dipedomani oleh pengelola 
komunikasi di Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat lapangan. 


Renstra ini disusun untuk dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
tujuan, target dengan strategi yang telah ditentukan, dengan mengidentifikasi hal-hal 
prioritas atau penting, termasuk potensi, tantangan hingga isu-isu penting lainnya. 
Strategi yang telah ditetapkan seharusnya dilaksanakan diterjemahkan lebih detail 
melalui cara dan implementasi secara konsisten. Dalam perspektif waktu, renstra lima 
tahunan ini digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, 
dimana capaian target dan indikator yang telah ditetapkan setiap tahun merupakan 
kontrol dalam menilai apakah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai 
dengan perencanaan dan strategi dijalankan dengan konsisten. Akurasi dan ketepatan 
dalam menentukan isu dan tantangan serta peluang yang dihadapi, serta kemampuan 
beradaptasi dan merepon dinamika didalamnya, baik dari sisi internal maupun 
lingkungan strategis akan sangat menentukan ketepatan strategi dan perencanaan 
yang ditetapkan. Dalam perspektif organisasi, renstra ini merupakan bagian penting 
dari system strategi besar korporasi, jika renstra Direktorat telah disusun dengan 
benar, maka berjalan dan tidaknya renstra Direktorat Advokasi dan KIE akan 
berpengaruh dalam pencapaian kinerja korporasi secara keseluruhan. 


Akhir kata, kepada seluruh pihak kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya 
kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam rangkaian proses penyusunan Renstra 
Direktorat Advokasi dan KIE Tahun 2020-2024 ini. Kami juga memohon kepada 
seluruh pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan-masukan baik dalam 
pelaksanaan, monitoring bahkan koreksi apabila dalam berjalannya waktu, terdapat 
beberapa hal yang perlu disempurnakan, sesuai dengan dinamika namun tetap 
berpegang pada kaidah-kaidah yang berlaku. sehingga kita semua dapat melaksanakan 
pengelolaan komunikasi secara lebih strategis, efektif, dan akuntabel. 


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Jakarta, Juni 2020 
kasi dan KIE, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


1.1. Kondisi Umum 
A. Latar Belakang 


Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan 
pembangunan keluarga, mengamanatkan Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan 
menyelenggarakan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan penduduk 
tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Hal tersebut ditindaklanjuti dalam 
RPJMN II dan Renstra BKKBN 2010-2014 serta RPJMN III dan Renstra BKKBN 
2015-2019 dengan mengusung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai program utama. 


Memasuki RPJMN IV dan Renstra 2020-2024 (Renstra BKKBN 2020-2024 disahkan 
melalui Peraturan BKKBN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN 
tahun 2020-2024), BKKBN memperkenalkan ulang (rebranding) program utamanya 
dengan sebutan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan 
dan Keluarga Berencana). Melalui sebutan baru tersebut, menunjukkan bahwa 
BKKBN merupakan lembaga yang mampu memberikan manfaat kepada seluruh 
keluarga Indonesia. BKKBN juga mampu mewujudkan keserasian, keselarasan dan 
kesimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan 
hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan 
harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan 
kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 


Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, BKKBN 
diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) 
Agenda Prioritas Nasional (PN) yaitu : PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” berperan pada 3 Program Prioritas (PP): 1) 
Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, 2) Penguatan pelaksanaan 
Perlindungan Sosial, 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta 
mendukung PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” berperan pada 
PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh 
Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, 
dan Berkarakter, dengan Kegiatan Prioritas pada Revolusi mental dalam system 
sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta 
masyarakat dalam pembentukan karakter. 


Untuk mendukung peran-peran di atas, BKKBN didukung oleh program 
teknis/Mission Center, salah satunya di bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi 
Edukasi (KIE) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang 
Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN). Tugasnya adalah merumusan dan 
melaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
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pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 
bidang Advokasi dan KIE, Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana (Bangga Kencana). 


Direktorat Advokasi dan KIE dapat memastikan tercapainya target kinerja 
Kedeputian Bidang ADPIN, oleh karena itu perlu disusun arah kebijakan dan 
strategi, program dan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan selama kurun 
waktu 5 tahun kedepan. Maka dipandang perlu untuk menyusun Renstra 
Direktorat Advokasi dan KIE 2020-2024 sebagai pedoman perencanaan 
pelaksanaan program dan kegiatan setiap unit kerja bidang ADPIN perwakilan 
BKKBN provinsi. Proses penyusunan Renstra tersebut melalui tahapan pengusulan 
program dan kegiatan prioritas dari masing-masing unit kerja dan proses 
penelaahan dari Biro Perencanaan. 


Pada prinsipnya Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, bertanggungjawab dalam 
menkomunikasikan, memasarkan, menjual produk atau value kepada khalayak 
atau sasarannya adalah; gagasan untuk merencanakan keluarga. Dalam 
dinamikanya, dari era awal BKKBN lahir, BKKBN sangat identik dengan Keluarga 
Berencana dengan jargon yang masih melekat “2 anak cukup”. Seiring dengan 
dinamika dan perubahan lingkungan strategis, slogan atau jargon tersebut berubah 
menjadi “2 anak lebih baik”. Namun demikian, kian lama gaung program KB terasa 
makin tidak seiring berubahnya zaman. Di satu sisi, jargon 2 anak lebih baik' atau 
2 anak cukup' cukup kuat menempel di benak khalayak, sementara di sisi lain hal 
itu mengecilkan peran dan fungsi BKKBN yang jauh lebih banyak dan strategis 
melebihi pesan soal dua anak tersebut. Peran yang lebih besar, kompleks dan 
strategis tersebut merupakan dasar berubahnya kepanjangan nama dari BKKBN. 
BKKBN hari ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 
dan bukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 


Untuk tetap menjaga BKKBN agar tetap relevan terhadap perubahan lingkungan 
strategis, Pada era 2017, sebenarnya secara organik BKKBN melalui Direktorat 
Advokasi dan KIE telah merespon dan mencoba lebih sensitif dengan lebih 
memahami esensi program KKBPK dan perubahan perilaku khalayak serta 
perubahan segmen dan karakteristik sasaran, dimana salah satunya dicirikan 
dengan perubahan karekteristik audience ke arah kelompok milenial dengan 
kekhasan karakteristiknya dan ditambah menggeliatnya revolusi komunikasi (era 
4.0). Singkatnya, hal tersebut dituangkan dalam strategi komunikasi program 
KKBPK pada tahun 2017, dimana salah satu implementasinya adalah diperolehnya 
atau dirumuskannya tagline Program KKBPK yakni “Kalau Terencana, Semua Lebih 
Mudah. 


Pada tahun 2019, seiring dengan hadirnya pimpinan baru BKKBN, yang 
memberikan kebijakan dan arahan agar terus menjaga relevansi program di tengah 
dinamika khalayak sasaran, BKKBN mengalami lagi sebuah momen perubahan 
(rebranding), dengan ditandai perubahan beberapa identitas institusi dan semangat 
pengelolaan program. Tagline program di-update menjadi “Berencana itu Keren” dan 
semangat Cara Baru Untuk Generasi Baru. Hal ini adalah upaya untuk 
menerjemahkan strategi baru untuk mendekati generasi milenial dan zilenial 
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sebagai konstituen utama program KKBPK yang sekarang disebut Bangga Kencana. 
Untuk mengejawantahkan Cara Baru yang dimaksudkan di atas, beberapa hal yang 
menggambarkan semangat tersebut sangat diperlukan agar Bangga Kencana benar- 
benar dapat sampai atau tersampaikan khususnya kepada kalangan milenial 
sebagai konstituen utamanya. 


. Isu Strategis 


Dalam pengelolaan komunikasi/pemasaran Program Bangga Kencana terdapat 
beberapa hal penting yang perlu direspon baik dari sisi internal, sasaran dan 
lingkungan strategis melalui strategi yang tepat dan akomodatif sebagai berikut { 


1. 


Desain Produk yang belum sepenuhnya relevan dengan sasaran program, 
Selama ini, produk BKKBN yang sudah lekat di benak khalayak adalah alat dan 
obat kontrasepsi. Namun, semangat baru, cara baru, positioning baru BKKBN 
yang telah ditetapkan yakni gagasan perencanaan berkeluarga dengan 
menyasar milenial sebagai konstituen utama program Bangga Kencana 
mengharuskan BKKBN menjaga dan bahkan mengembangkan desain produk 
yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan khalayaknya. Hal ini menjadi isu 
penting yang dihadapi pada saat BKKBN menyampaikan pesan-pesan 
programnya kepada khalayak utama, milenial misalnya. 


Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan 
isu yang sangat luas, multi dimensi dan sangat kompleks. Dari sisi 
Pembangunan Keluarga saja, pendekatan PK berbasis tahapan kehidupan 
memiliki bahasan dan fokus yang luas, mulai dari isu perencanaan pra 
berkeluarga bagi remaja, pengasuhan dan pendampingan bagi keluarga yang 
akan maupun telah memiliki balita, anak hingga lansia, pemberdayaan 
ekonomi, hingga isu-su pemberdayaan dan kesehatan reproduksi pada tiap 
tahapannya. Dari sisi keluarga berencana memang sudah relative lebih fokus. 
Namun, isu Kependudukan memiliki memiliki spectrum yang berbeda, karena 
merupakan induk dari KB dan PK. Kependudukan merupakan segala hal yang 
secara kontekstual berkaitan dengan salah satu atau beberapa variable 
kependudukan. Varibel konteks tersebut misalnya variable ekonomi, kesehatan, 
pendidikan, lingkungan dan seterusnya. Luasnya spectrum peogram Bangga 
Kencana dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam memilih atau 
mengemas isu pesan yang tepat bagi khalayak, salah satunya, mengingat 
kecenderungan sender yang menginginkan untuk menyampaikan pesan 
sebanyak-banyaknya. 


Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan 
isu yang sangat luas, multi dimensi dan sangat kompleks. Dari sisi 
Pembangunan Keluarga saja, pendekatan PK berbasis tahapan kehidupan 
memiliki bahasan dan fokus yang luas, mulai dari isu perencanaan pra 
berkeluarga bagi remaja, pengasuhan dan pendampingan bagi keluarga yang 
akan maupun telah memiliki balita, anak hingga lansia, pemberdayaan 
ekonomi, hingga isu-su pemberdayaan dan kesehatan reproduksi pada tiap 
tahapannya. Dari sisi keluarga berencana memang sudah relative lebih fokus. 
Namun, isu Kependudukan memiliki memiliki spectrum yang berbeda, karena 
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merupakan induk dari KB dan PK. Kependudukan merupakan segala hal yang 
secara kontekstual berkaitan dengan salah satu atau beberapa variable 
kependudukan. Varibel konteks tersebut misalnya variable ekonomi, kesehatan, 
pendidikan, lingkungan dan seterusnya. Luasnya spectrum program Bangga 
Kencana dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam memilih atau 
mengemas isu pesan yang tepat bagi khalayak, salah satunya, mengingat 
kecenderungan sender yang menginginkan untuk menyampaikan pesan 
sebanyak-banyaknya. 


Sebagai contoh peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum 
menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki 
pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen 
(SKAP 2018). Indeks ini merupakan komposit atau “rangkuman” dari berbagai 
indicator pembangunan keluarga berdasarkan tahapan yang telah 
dikembangkan. Pengelola program harus mampu menentukan produk mana 
yang memiliki kekutan paling efektif dalam mendongkrak indeks dimaksud. 


Saat ini, salah satu masalah utama pengelola komunikasi Program bangga 
Kencana adalah mengenali produk mana yang memiliki kekuatan paling besar, 
sehingga akan menyulitkan dalam menyampaikan dan menjualnya. Hal ini 
tentu sangat berhubungan dengan kualitas produk dimaksud. Atau sebaliknya, 
pengelola program juga harus mampu mengenali kekurangan dan masalah 
yang masih dihadapi oleh suatu produk atau kebijakan yang ditawarkan. 
Dengan demikian, pengelola komunikasi dapat menjalankan fungsinya dengan 
efektif dalam mengkomunikasikan kepada khalayak. Apabila prioritas-prioritas 
dalam menjual produk dapat disusun dengan benar, produk dan pesan pun 
dapat terjual dengan efektif. 


Kurangnya Pemahaman yang Baik Mengenai Segmentasi Sasaran 

Jumlah yang besar, persebaran yang terpencar, dan karakteristik keluarga dan 
masyarakat Indonesia yang sangat beragam merupakan tantangan dan isu 
yang perlu direspon dengan tepat. Elemen-elemen meliputi wilayah, budaya, 
umur, social, psikologi dan seterusnya sangat perlu diperhatikan dalam 
mengembangkan sebuah pesan dan desain produk yang efektif, dibutuhkan 
dan disukai khalayak. Dalam situasi tertentu, bukan tidak mungkin besar, luas 
dan beragamnya segmen program berdampak pada tertinggalnya suatu atau 
kelompok sasaran spesifik tertentu. Untuk dapat mewujudkan kehadiran 
program bagi seluruh segmen sasaran atau inklusif, strategi yang tepat sangat 
diperlukan. Menentukan dan membidik sasaran yang tepat dengan cara yang 
tepat merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah kampanye. 


Pemahaman mengenai perilaku khalayak dalam mencari informasi dapat 
dioptimalkan melalui penggunaan berbagai data yang dirangkum melalui SKAP 
atau beberapa sumber data lain. Keselarasan antara perilaku khalayak dalam 
mencari informasi dan bagaimana pengelola program menentukan saluran yang 
dipilih untuk segmen tertentu adalah kunci berjalannya efektifitas komunikasi. 
Sebagai contoh, pada provinsi A, remaja lebih memilih televise dalam mencari 
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informasi mengenai kesehatan reproduksi, namun pada provinsi B, remaja 
lebih banyak menggunakan internet untuk mencari informasi yang sama. Hal 
ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh karakteristik khalayak yang berbeda 
untuk masing-masing wilayah. 


Tata Kelola, Pendekatan dan System Komunikasi yang Belum Efektif 
Komunikasi sebagai upaya menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat 
luas untuk terjadinya perubahan perilaku, diharapkan diketahui, dipahami dan 
menjadi milik bersama organisasi, yaitu faktor-faktor struktural dalam 
organisasi yang mengharuskan para anggotanya bertindak sesuai dengan 
peranan yang diharapkan dalam konteks komunikasi dan lebih jauh dalam 
kerangka rebranding yang telah dicanangkan. Rebranding merupakan proses 
awal dari pengelolaan brand yang harus dilaksanakan secara langkah demi 
langkah dan fokus. 


Namun saat ini terdapat beberapa potensi masalah dalam upaya melanjutkan 
semangat Rebranding tersebut agar dapat diterjemahkan oleh setiap unsur 
internal BKKBN. Bagaimana setiap unsur sebagai bagian dari sistem besar 
benar-benar dapat menjalankan Cara Baru yang benar dalam sebuah system 
sehingga khalayak sasaran akhirnya dapat “memyalidasi” atau mengakui 
keinginan BKKBN sebagai lembaga yang modern, yang komunikatif, yang 
memahami kebutuhan khalayaknya, Sahabat Keluarga yang ramah dan akrab 
dengan milenial. Hal ini merupakan bahasan yang fundamental, sebelum 
berbagai macam eksekusi ditetapkan dan dilaksanakan. Sehingga, strategi dan 
kemana arah BKKBN akan bergerak dapat diambil dengan baik dan benar serta 
dapat dipahami oleh seluruh pengelola program. 


Beberapa hal yang perlu dipahami dalam menentukan cara baru komunikasi 
adalah sebagai berikut. Pertama, saat ini, paradigm kampanye yang 
berorientasi kepada khalayak atau audience-oriented merupakan pendekatan 
atau cara yang efektif dalam menkomunikasikan pesan. Cara ini 
mengedepankan pemahaman dan pendekatan yang empathy kepada khalayak 
atau sasaran. Pesan atau produk yang disampaikan harus memberikan 
manfaat, solusi, memudahkan sasaran/khalayak dalam memahami pesan dan 
memutuskan perilaku yang diinginkan pemilik program. Kedua, pengelola 
program harus mampu mengenali masalah-masalah komunikasi yang 
menghambat gagalnya sebuah kampanye. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih 
memahami keinginan, ketakutan atau kekhawatiran khalayak dalam 
berperilaku sesuai keinginan penyampai pesan. Sebagai contoh, berdasarkan 
Survei RPJMN/SKAP 2016-2018, dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber- 
KB Karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada 
kalangan pria, ada 32 persen pria yang dirinya ataupun isterinya tidak 
menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB. Dengan 
mengenali akar penyebab masalah, materi/pesan komunikasi yang benar akan 
dapat menutup gap komunikasi dimaksud. Ketiga, menjaga konsistensi atau 
keselarasan atau kebakuan pesan dari tingkat Pusat hingga lini lapangan. Hal 
ini sama sekali tidak berarti menghilangkan kreatifitas dalam melaksanakan 
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komunikasi program Bangga Kencana, namun lebih dalam upaya menjaga 
keseragaman, kesatuan image atau citra serta narasi yang sama. Misal, dalam 
menyampaikan pesan mengenai pencegahan stunting, narasi dan pesan wajib 
yang harus disampaikan ditentukan secara seragam dan selaras dengan narasi 
negara, atau secara teknis, tampilan atau layout sebuah media komunikasi 
telah memiliki kebakuan yang jelas. Dengan demikian, wajah program Bangga 
Kencana adalah satu dan selaras, konsisten dari Sabang sampai Merauke. 


Situsasi Lingkungan Strategis 

Paradigma pembangunan manusia memang sudah relative lama disepakati 
secara global. Namun, implementasi dari paradigm ke dalam kebijakan, strategi 
dan program kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan di daerah sangat 
beragam. Sebagian Pemerintah daerah masih cenderung abai dengan isu-isu 
kependudukan yang seharusnya menjadi dasar penyusunan strategi 
pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya dukungan terhadap 
pengelolaan program Bangga Kencana, baik dalam aspek anggaran, SDM, 
kebijakan, sarana-prasarana atau kelembagaan. Hal ini harus dilihat secara 
tepat baik sebagai sebab maupun akibat, sehingga strategi yang dijalankan 
akan lebih tepat dalam merespon isu dimaksud. 


Beberapa isu strategis di atas saling memiliki keterkaitan. Strategi yang tepat 
sangat dibutuhkan dalam mengatasi dan merespon isu dengan efektif. 


1.2. Potensi dan Permasalahan 


A. Potensi 


Potensi yang dimiliki Direktorat Advokasi dan KIE untuk menghadapi tantangan- 
tentangan tersebut, yaitu dalam manajemen pelayanan program Bangga 
Kencana antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota, sebagai berikut: 


1. 


Tersedianya rancang bangun program Bangga Kencana yang tertuang dalam 
arah kebijakan umum daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), serta Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, 

Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang 
Pengendalian Penduduk dan KB. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat 
berwenang menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah 
ditetapkan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, 
Tersedianya dokumen strategi advokasi dan KIE program Bangga Kencana 
yang di Tingkat Pusat. 


Tersedianya Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

Tersedianya dukungan dan kebijakan sektor lain, misal UU Desa dan 
pemanfaatan Dana Desa 


B. Permasalahan 


Beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama pengelolaan komunikasi 
Program Bangga Kencana, sebagai berikut: 


1. 


Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Advokasi, KIE, dan 

penggerakan lini lapangan belum optimal : 

a. “Kampung KB” yang dicanangkan Presiden RI tahun 2016 yang 
diharapkan menjadi bentuk “program mini keterpaduan Bangga Kencana” 
ternyata belum sepenuhnya mampu meningkatkan dukungan mitra kerja 
dan stakeholders; 

b. Belum sepenuhnya Pemda meletakkan program Bangga Kencana sebagai 
program prioritas di Daerah; 

c. Kerja sama (MOU) yang telah ditanda tangani dengan mitra kerja dan 
stakeholders ternyata belum dapat diimplementasikan dengan maksimal 
untuk dapat mewujudkan sinergitas yang baik di lini lapangan. 

Advokasi dan KIE untuk memasyarakatkan Program Bangga Kencana 

belum mampu menjaring sepenuhnya partisipasi dan peran serta masyarakat: 

a. Advokasi yang intens diharapkan mampu mengubah persepsi serta 
memperkuat dukungan baik komitmen politis (kelembagaan dan kebijakan) 
dan operasional (kegiatan dan anggaran) terhadap Program Bangga 
Kencana; 

b. KIE belum mampu meningkatkan pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) 
tentang semua alat/cara KB modern, yaitu baru sekitar 17,6 persen atau 
masih sangat rendah. Namun, dilain pihak sudah mampu meningkatkan 
pengetahuan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita 
dan anak mencapai 74,3 persen dan persentase masyarakat (keluarga) yang 
mengetahui tentang isu kependudukan mencapai 51,4 persen (Sumber: 
SKAP 2018); 

c. KIE juga belum mampu mempertahankan keberlangsungan pemakaian 
kontrasepsi. Hal ini ditunjukkan dari hasil SDKI 2017 dan SKAP 2018, 
dimana tingkat putus pakai berturut-turut mencapai 34 persen dan 25 
persen. Hasil ini menunjukkan terdapat 9,5 juta sampai 10,3 juta peserta 
KB yang putus pakai setiap tahunnya. 

Pemanfaatan media belum optimal untuk meningkatkan pemahaman dan 

perubahan sikap dan perilaku (Behavior Change Communication/BCC) 

stakeholder dan masyarakat dalam mendukung program Bangga Kencana: 

a. Memasuki era Industri 4.0, kebutuhan yang besar terhadap akses media 
digital yang dapat mempengaruhi perilaku anggota keluarga terhadap nilai- 
nilai dan budaya dalam keluarga; 

b. Saat ini Indonesia memasuki era masyarakat digital dan/atau era work 
balancing dan/atau era akses informasi yang sangat cepat, kekinian dan 
bersifat privasi, dan sasaran program yang harus mempertimbangkan 
generasi “Milenial dan Zilenial” yang mempunyai cara pandang, cara 
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berfikir dan platform komunikasi yang sudah berubah; 

Arus informasi yang pesat melalui berbagai media secara terus menerus 
dan intens di luar Program Bangga Kencana (politik, ekonomi, sosial 
budaya) dapat merubah dan memperlemah perilaku masyarakat terhadap 
Program Bangga Kencana; 

Derasnya arus globalisasi mengakibatkan persepsi terhadap lembaga 
perkawinan dan nilai anak dalam keluarga terutama bagi remaja yang 
kebanyakan generasi Milineal dan Zilenial mulai luntur, serta dapat 
mempengaruhi upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 
berkualitas. 


Penyuluh KB/PLKB yang terampil melaksanakan tugas fungsi masih rendah: 


a. 


Pembinaan Penyuluh KB/PLKB kepada kader IMP belum optimal, sehingga 
kader IMP belum maksimal melaksanakan 6 (enam) peran baktinya untuk 
mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana di 
Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Dasa Wisma.; 

Pengembangan model-model operasional program Bangga Kencana 
mengalami penurunan dikarenakan forum-forum perencanaan dan evaluasi 
tidak terlaksana secara rutin dan sistematis dibergai tingkatan wilayah.; 
Secara kelembagaan Kabupaten dan Kota kurang optimal menggunakan 
kewenangan dalam pendayagunaan dan pengelolaan program Bangga 
Kencana. 


Pemanfaatan Data dan Informasi Program Bangga Kencana masih rendah: 


a. 


Masih terjadi gap capaian antara data rutin program Bangga Kencana 
(termasuk Pendataan Keluarga) dengan hasil survei nasional yang ada. 
Hal ini menunjukan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan cakupan 
(coverage) dan pengisian data; 

Terdapatnya perbedaan definisi operasional dilini lapangan terkait data- 
data program bangga kencana, kualitas SDM petugas pengisi 
data/operator baik dari sisi pemahaman maupun ketrampilan antara lain 
disebabkan masih lemahnya pembinaan terhadap para petugas pengisi 
dan pengumpul data secara berjenjang; 

Belum sempurnanya sistem pencatatan dan pelaporan yang didukung 
oleh infrastruktur IT yang memadai; 

Belum maksimalnya pemanfaatan data dan informasi, khususnya untuk 
operasional program Bangga Kencana di lini lapangan yang disebabkan 
oleh keterlambatan pemberian umpan balik ke lapangan. 


Kelembagaan di Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menunjang tugas dan 
fungsi Advokasi dan KIE : 


a. 


Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan, kedudukan program Bangga 
Kencana sejajar dengan program pembangunan lain sehingga diperlukan 
peran dan dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota dan 
pemerintah desa serta mitra kerja yang ada; 

Pada tataran implementasi program Bangga Kencana di lapangan, 
kelembagaan di kabupaten dan kota sangat penting. Namun masih sedikit 
Pemerintah kabupaten dan kota yang telah membentuk secara utuh atau 
ideal kelembagaan yang menangani program Bangga Kencana di tingkat 
kabupaten dan kota; 

Komitmen operasional di lapangan masih rendah yang ditunjukkan dengan 
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minimnya dukungan anggaran untuk Program Bangga Kencana baik pada 
Tingkat kabupaten dan kota maupun Tingkat Desa; 


C. Kekuatan dan Kelamahan 


1. 


2. 


Kekuatan 
a. Struktur Kelembagaan dan Tenaga Lapangan 


Bagaimanapun juga, struktur BKKBN yang masih memiliki perwakilan 
hingga Provinsi dan memiliki tenaga lini lapangan yang beroperasi di 
tingkat paling bawah merupakan kekuatan yang harus mampu 
dioptimalkan. Struktur tersebut seharusnya mampu dimanfaatkan 
pengelola program di tingkat Nasional untuk lebih leluasa dalam 
menyampaikan pesan program secara lebh sistematis namun juga 
fleksibel. 


. Jejaring Mitra 


Reputasi BKKBN selama ini dalam mengkoordinir pelaksanaan Program 
Keluarga Berencana masih memiliki bekas yang sangat kuat. BKKBN 
dikenal memiliki keunggulan dalam bermitra dengan sector-sektor formal 
dan informal. Mulai dari para Kepala kemeterian/lembaga, legislative, 
kepala daerah/pemerintahan, pimpinan sector, kepala adat, tokoh agama, 
tokoh masyarakat, akademisi, arganisasi/NGO, sector swasta dan lain 
sebagainya. Hal ini merupakan kekuatan yang potensial, berbagai macam 
dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dalampengelolaan 
Program Bangga Kencana. 


Kelemahan 


a. SDM yang belum up to date dengan situasi strategis 


Pengelola komunikasi pada tingkat Pusat atau Direktorat Advokasi dan 
KIE saat ini masih terjebak pada hal-hal yang sifatnya teknis eksekusional. 
Hal ini berdampak pada hal lain. Pengelola komunikasi tingkat nasional 
menjadi kurang memiliki sense of crisis dalam menentukan hal-hal yang 
inovatif dan strategis.Padahal, berbagai dokumen kebijakan telah 
mengamanatkan agar pengelola program di level Nasional/Pusat lebih 
banyak berfokus pada hal-hal pada level desain, prototype atau bimbingan 
teknis yang sistematis bagi pengelola di tingkat Provinsi atau 
Kabupaten/Kota. Atau, jika memang melaksanakan eksekusi komunikasi, 
dilaksanakan secara selektif, misalnya hanya merespon isu-isu yang 
berskala besar atau Nasional, selebihnya dapat di delegasikan kepada 
pengelola komunikasi tingkat sub-nasional. Akibatnya, pengelolaan 
komunikasi di tingkat sub-nasional menjadi tidak efektif. Tidak ada 
keseragaman, konsistensi, agenda dan narasi yang kuat dan terkelola 
dengan baik. 


. Sistem 


Dalam menangani isu dan pesan program yang sangat luas serta segmen 
beragam dengan khalayak yang luas pada era digital, kebakuan dan 
kreatifitas harus diperhatikan dengan serius. System yang baik akan 
mampu menciptakan bisnis proses yang benar dan efektif. Sayangnya, 

9 


saat ini DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE belum memiliki system besar 
pengelolaan komunikasi yang diperlukan. Memang saat ini berbagai 
panduan dan SOP sudah tersedia, namun mengingat masih terdapat 
berbagai kekurangan dalam beberapa aspek penting, system pengelolaan 
komunikasi yang utuh dan terintegrasi sangat diperlukan untuk menjadi 
penterjemahan kebijakan sekaligus untuk menjaga konsistensi dari 
kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, sehingga pengelola 
komunikasi di berbagai tingkatan akan memiliki kepastian, keseragaman 
tanpa kehilangan kreatifitas dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi 
program Bangga Kencana. 


D. Peluang dan Ancaman 


1. Peluang 


Kebijakan tentang penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam berbagai 
bentuk peraturan sangat memungkinkan dalam peningkatan kualitas 
pengelolaan program Bangga Kencana. Mengingat didalamnya terdapat 
kutipan bahwa dana desa dapat dialokasikan untuk berbagai upaya 
peningkatan pemberdayaan masyarakat desa termasuk penanganan stunting, 
serta aktifitas pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 
Kebijakan-kebijakan tersebut bersifat dinamis, mengikuti situasi dan 
dinamika lingkungan strategis. Seperti halnya Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 


Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dimana didalamnya berisi 
bagaimana pemerintah daerah harus lebih memperhitungkan psembangunan 
kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga dalam penganggaran di 
daerah masing-masing. 


2. Ancaman 

Dunia, tidak terkecuali Indonesia sedang mengalami krisis social akibat 
Pandemi Covid-19. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak yang 
terjadi pun sangat terasa bagi hampir semua sector pembangunan. Salah satu 
yang pasti, dari sisi penyelenggaraan negara, prioritas pembangunan menjadi 
terkoreksi. Pengalaman sebelum pandemic yang menunjukkan bahwa isu 
Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga tidak 
menjadi prioritas menerima dampak langsung. Misalnya, kekhawatiran akan 
melonjaknya angka kehamilan tidak diinginkan karena terganggunya 
operasional pelayanan KB, atau semakin rentannya keluarga Indonesia akibat 
dampak pandemic secara ekonomi. Apabila dampak pandemic covid 19 ini 
berkepanjangan, sangat mungkin pengelolaan Program bangga Kencana 
menghadapi ancaman yang belum pernah dialami di masa-masa sebelumnya. 
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BAB II 


TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
DIREKTORAT ADVOKASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI 


2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 


Tugas pokok dan fungsi BKKBN diatur dalam Peraturan Kepala Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional. 


Dalam Perka tersebut dijabarkan bahwa Direktorat Advokasi dan KIE adalah 
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang advokasi dan KIE 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Advokasi, 

Penggerkan dan Informasi. Tugasnya adalah merumusan dan melaksanaan 

kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 

pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di 

bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian 

penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga 
sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Fungsi yang dijalankan sebagai 
berikut : 

A. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
advokasi, pencitraan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi 
pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, 
serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

B. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
advokasi, pencitraan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi 
pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, 
serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

C. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, 
pencitraan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian 
penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga 
sejahtera dan pemberdayaan keluarga, 

D. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi, 
pencitraan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian 
penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga 
sejahtera dan pemberdayaan keluarga, dan 

E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Advokasi, 
Penggerakan dan Informasi. 


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Advokasi dan KIE 
dipimpin oleh Direktur yang membawahi 3 (tiga) Sub Direktorat dan 6 (enam) 
Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok dan 
fungsi dengan penjelasan sebagai berikut : 


1. Subdirektorat Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi terdiri atas : 
Seksi Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; 
dan 


a. 


b. Seksi 


a. 
b. Seksi Pencitraan. 


Evaluasi 


dan 


Informasi, dan Edukasi. 
2. Subdirektorat Advokasi dan Pencitraan terdiri atas : 
Seksi Advokasi: dan 


Pelaporan Advokasi 


3. Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terdiri atas: 


a. 


Seksi Promosi; dan 


b. Seksi Sarana Produksi Media Komunikasi 


2.2. Struktur Organisasi Direktorat Advokasi dan KIE 


dan Komunikasi, 


Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, Struktur Organisasi Direktorat Advokasi dan 
KIE dapat dilihat dalam Gambar 2.1 : 


STRUKTUR ORGANISASI 


DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE 2020 
BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 





KASUBDIT PENGEMBANGAN AKIE 





























DIREKTUR ADVOKASI DAN KIE 


Eka Sulistia Ediingsih, SH 
NIP, 18651012 198601 2 001 
Perntsna Tingkat 1 (IV) 














KASUBDIT ADVOKASI 
DAN PENCITRAAN 


























KASUBDIT KOMUNIKASI, 
INFORMASI DAN EDUKASI 



































Emah Salomi Suebu, S.Ikom 
NIP 19900205 201505 2 001 


Penata Muda Tingkat 1 (IIb) 








& PELAPORAN AKIE 


Wardoyo 
NIP. 16790324 201409 1 002 
Penata Muda Tingkat 1 (vb) 














ANALIS ADVOKASI DAN KIE 





ANALIS ADVOKASI DAN KIE 





Kurniasih S.Pd 
NIP. 19850630 201503 2 002 
Panata Muda Tingkat | (M5) 


Rika Utari, Sikom 
NIP. 19890817 201402 2005 
Penata Muda Tingkat | (Ib) 

















Soetriningsih, S.Sos, M.Si Samsul, SE 
NIP. 19881203 196303 2 004 NIP. 19870904 199903 1 002 
Pembina (Va) Pembina (Ma) 
SEKSI EVALUASI DAN SEKSI SARANA PRODUKSI 
RI KIE 
SEKSI PERENCANAAN AKII PEI RAN AKIE SEKSI ADVOKASI SEKSI PROMOSI MEDIA KOMUNIKASI 
Annisa Halimatusyadiah., 
S.Sos, M.Si 
NIP. 19850404 201012 2001 
H Didik Trihantoro, S.Si. MAPS Dwi Nurhayati, S.Sos D Antonius A. Wijaya, S.Psi, MM Penata (ite) | ¢ | Fimela Apriany, SH, MAPS BD Akhmad Gesang Y., SE, M.Si 
NIP. 19600807 200604 1 005 NIP. 19751223 200012 2 002 NIP. 13620830 200604 1 004 NIP. 19830428 200501 2 003 NIP. 18620612 200604 1 006 
Penata Tingkat | (Bd) Panata Muda Tingkat | (bb) Penata Tingkat | (Pd) Ponata Tingkat 1 (llid) Penata Tingkat | (lid) 
ANALIS ADVOKASI DAN KIE PENYUSUN BAHAN EVALUASI ANALIS PROMOSI PENYUSUN BAHAN SARANA 


PRODUKSI MEDIA KOMUNIKASI 





Toddi Hadian Ruswandi, SE 
NIP. 19911023 200912 1 001 
Panata Muda (lia) 











Sungkono 
NIP. 19740625 200710 1 001 
Pengatur tive) 











ANALIS PERENCANAAN 


| PENGADMINISTRASI KEUANGAN 
IN 


DAN BMI 











Paramita Dyah K, S.Sos 
NIP. 19850930 201801 2 002 
Penata Muda (Ifa) 





Fatkha Nuansa Putri 
NIP 19930623 201912 2 003 
Pengatur Muda (IVa) 











ANALIS ADVOKASI DAN KIE 


PENYUSUN BAHAN PENCITRAAN 





Nina Tri Rahmiyanti S.Sos 
NIP 19060617 201502 2 008 
Penata Muda (la) 














Sis 
Pox 


wanto 
NIP. 19711205 201409 1 002 
ugar Muda Tingkat | (It) 











ANALIS PROMOSI 





Rochmatullah, SE 
NIP. 19830102 200912 1 002 
Pengatur Muda (i'a) 











» zg 
z 


IALIS SARANA 
PRODUKSI MEDIA KOMUNIKASI 





Elly Manika Maya M., S.Ikom 
NIP, 19940215 201801 2 003 
Pengatur Muda (lita) 








STAF MPC 





Samidi 








STAF MPC 





Muhammad Rinuaidy Zulhazmy | 
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2.3. Arah Kebijakan dan Strategi 


Kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2020-2024 yang terkait bidang 

ADPIN, yaitu meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana 

sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, hal tersebut tentunya 

didukung penuh melalui kebijakan pada Direktorat Advokasi dan KIE, yaitu 

meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam Program Bangga 

Kencana serta, meningkatnya komitmen Stakeholder yang mendukung Program 

Bangga Kencana yang dapat diwujudkan melalui strategi : 

1. Meningkatnya penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai 
segmentasi, sasaran dan wilayah; 

2. Meningkatnya penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam 
rangka penurunan unmet need; 

3. Meningkatnya pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana; 

4. Penguatan Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang 
melakukan advokasi 
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BAB III 


SASARAN, INDIKATOR DAN INISIATIF STRATEGI KEGIATAN 


Dalam Renstra Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) tahun 
2020-2024 terdapat sasaran keluaran (outcome) meningkatnya cakupan dan kualitas 
advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart 
data dan informasi melalui teknologi. Renstra ini akan menjabarkan program dan 
sasaran keluaran (outcome) Bidang ADPIN maupun Sasaran Kegiatan (Output) khususnya 
UKE II di lingkungan Direktorat Advokasi dan KIE. 


3.1. Sasaran Program, Sasaran Keluaran (Outcome) Unit Kerja Eselon I (UKE I), dan 
Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II (UKE II) dan Keluaran (Out put) 


A. 


Sasaran Program 

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepala Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 
2020 - 2024 ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut : 


Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat 
mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 
2024; 

Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern 
Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan 
ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024; 

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 
persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024; 
Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age 
Spesific FertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 
kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran 
pada 2024, 

Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 
pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024, dan 
Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 
2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024. 


Sasaran Keluaran (Outcome) UKE I 

Sasaran outcome yang ingin dicapai pada Kedeputian Bidang Advokasi 
Penggerakan dan Informasi yaitu meningkatnya cakupan dan kualitas advokasi 
KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart 
data dan informasi dengan ruang lingkup sasaran sebagai berikut : 


Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam Program 
Bangga Kencana, 

Mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan statistik yang berkualitas 
dan terintegrasi, 

Meningkatnya kompetensi Tenaga PKB/PLKB dalam Pengelolaan Program 
Bangga Kencana, 

Mewujudkan pengelolaan Program Bangga Kencana yang berbasis teknologi 


informasi yang berkualitas diseluruh tingkatan wilayah; dan 

5. Meningkatnya komitmen dan peran serta mitra kerja dan pemangku 
kebijakan di seluruh tingkatan wilayah dalam pengelolaan Program Bangga 
Kencana. 


Sasaran Kegiatan UKE II 

Dengan memperhatikan RPJMN 2020 - 2024 dan merujuk kepada kegiatan 
yang akan dicapai oleh Direktorat Advokasi dan KIE sesuai lampiran matriks 
yang tertuang dalam Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020 - 2024 melalui 
Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam Program 
Bangga Kencana maka Direktorat Advokasi dan KIE fokus kepada 2 sasaran 
kegiatan yaitu Meningkatnya persentase masyarakat yang terjangkau Program 
Bangga Kencana dan meningkatnya komitmen Stakeholder yang mendukung 
Program Bangga Kencana. 


Keluaran/ Output 

Berdasarkan sasaran kegiatan yang difokuskan oleh Direktorat Advokasi dan 
KIE, maka keluaran /output yang ditentukan adalah peningkatan Peran serta 
masyarakat dalam Program Bangga Kencana. 


3.2. Indikator Sasaran Program, Indikator Outcome UKE I, Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK) UKE II, Indikator Output Kegiatan 


A. 


Indikator Sasaran Program 
Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun di dalam 
Renstra BKKBN 2020-2024, maka ditetapkan Indikator Sasaran Program 
antara lain sebagai berikut : 


1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15 - 49 
Tahun dengan rata-rata anak per wanita adalah 2,1 di tahun 2024; 

2. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance 
Rate/mCPR) pada akhir tahun 2024 mencapai 63,41%; 

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) pada 
akhir tahun 2024 mencapai 7,4%; 

4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility 
Rate/ASFR 15-19) pada akhir tahun 2024 mencapai angka 18 Kelahiran 
per 1000 WUS 15-19 tahun; 

5. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 61,00 di akhir tahun 
2024; 

6. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) sebesar 22,1 per tahun di 
akhir tahun 2024; 

7. Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten sebesar 
80% di akhir tahun 2024; 

8. Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang 
diimplementasikan sebesar 90% di akhir tahun 2024; dan 

9. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan 
Program Bangga Kencana sebesar 87% di akhir tahun 2024. 
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B. Indikator Outcome UKE I 


Indikator outcome untuk lingkungan di Kedeputian Bidang Advokasi, 

Penggerakan dan Informasi (ADPIN) tahun 2020 - 2024 dengan sasaran 

“Meningkatnya cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja 

petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui 

teknologi” yang akan dicapai melalui indikator sebagai berikut : 

1. Presentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana dengan 
target angka 75% di akhir tahun 2024 dari dasar SKAP 2019; 

2. Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO) 
dengan target angka 20% di akhir tahun 2024 dari dasar SDKI 2017; dan 

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) dengan 
target angka 7,4% di akhir tahun 2024 dari dasar SDKI 2017. 


C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) UKE II 


Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Advokasi dan KleE pada Renstra 
Bidang ADPIN tahun 2020 - 2024 terfokus kepada “Persentase masyarakat 
yang terjangkau Program Bangga Kencana” dengan angka pencapaian sebesar 
75 (52.247 Kel yang disurvey) pada tahun 2024 dan Presentase Stakeholder 
yang mendukung Program Bangga Kencana dengan angka pencapaian sebesar 
70 Yo Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota (384 Tim dari 548 Prov & 
Kab/Kota) pada tahun 2024. 


3.3. Inisiatif Strategi Kegiatan Prioritas Di Lingkungan UKE II 


Untuk mencapai target dan sasaran program di lingkungan Kedeputian Advokasi, 

Penggerakan dan Informasi dalam 5 tahun kedepan sesuai RENSTRA BKKBN dan 

RPJMN tahun 2020-2024 dan memperhatikan indikator-indikator sasaran Program 

Bangga Kencana, maka dalam meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program 

Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, 

dapat diwujudkan melalui strategi, antara lain sebagai berikut : 

1. Peran serta masyarakat dalam Program Bangga Kencana 

2. Penguatan sistem pengembangan Isi Pesan 

3. Penguatan Tim Efektif Pokja Advokasi Program Bangga Kencana 

4 Revitalisasi dan pengembangan platform BKKBN channel (Online & On Air) 
“Genre Station” 


Untuk mengimplementasikan strategi kedeputian tersebut, maka Direktorat 
Advokasi dan KIE membuat langkah strategi prioritas tahun 2020 - 2024 yang 
terfokus pada “Peningkatan Persentase masyarakat yang terjangkau Program 
Bangga Kencana” dengan angka pencapaian sebesar 75 (52.247 Kel yang disurvey) 
pada tahun 2024 dan Peningkatan Presentase Stakeholder yang mendukung 
Program Bangga Kencana dengan angka pencapaian sebesar 70 Yo Tim Advokasi 
provinsi dan Kab/Kota (384 Tim dari 548 Prov & Kab/Kota) pada tahun 2024 
melalui kegiatan : 
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Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program 
Bangga Kencana 

Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Advokasi, Promosi dan KIE Program 
Bangga Kencana; 

Peningkatan Sosialisasi Advokasi Program Bangga Kencana melalui Tenaga Lini 
Lapangan dan Kegiatan Momentum 

Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa 
Cetak, Media Elektronik, Media Online, Media Luar Ruang serta Media Lini 
Bawah 

Peningkatan Advokasi Program Bangga Kencana melalui Media 

Peningkatan Advokasi Program Bangga Kencana melalui Mitra Kerja 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 


4.1. Target Kinerja 


Target kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan 
semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan dari tiap program/kegiatan. Penilaian dari pencapaian 
program/ kegiatan tersebut diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir periode 
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis 
(Renstra) BKKBN 2020-2024. Target kinerja terdiri dari sasaran Program yang 
merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program selama periode waktu 
tertentu dalam rangka pencapaian Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis BKKBN. 
Target kinerja mencerminkan berfungsinya keluaran (Output), termasuk didalamnya 
Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon I 
beserta kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja Kegiatan /IKK 
Unit Kerja Eselon II) terhadap target yang telah ditentukan. 


Indikator Sasaran Program Bangga Kencana meliputi indikator 5 (lima) bidang 

kedeputian yaitu Bidang KSPK, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang KBKR, 

Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi dan Bidang Pelatihan, Penelitian, dan 

Pengembangan sebagai berikut : 

A. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 
dengan target pada tahun 2020 sebesar 2,26 dan sampai pada akhir periode di 
tahun 2024 adalah sebesar 2,1 

B. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance 
Rate/mCPR) dengan target pada tahun 2020 adalah 61,78 dan sampai pada 
akhir periode di tahun 2024 adalah 63,41 % 

C. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) dengan target 
pada tahun 2020 adalah 8,60 % dan sampai pada akhir periode di tahun 2024 
adalah 7.40% 

D. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 
19) dengan target pada tahun 2020 dengan target pada tahun 2020 adalah 25 
Kelahiran per 100 WUS kelompok umur 15-19 dan sampai pada akhir periode di 
tahun 2024 adalah 18 Kelahiran per 100 WUS kelompok umur 15-19 

E. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target pada tahun 2020 adalah 
53,57 dan sampai pada akhir periode di tahun 2024 adalah 61,00 dengan Skala 
1-100. 

F. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) dengan target pada tahun 2020 
adalah 21,9 tahun dan sampai pada akhir periode di tahun 2024 adalah 22,1 
tahun 

G. Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten dengan target 
pada tahun 2020 adalah 30% dan sampai pada akhir periode di tahun 2024 
adalah 80% 

H. Persentase Kerja sama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasikan 
dengan target pada tahun 2020 adalah 70% dan sampai pada akhir periode di 
tahun 2024 adalah 90% 


I. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program 
Bangga Kencana dengan target pada tahun 2020 adalah 75 % dan sampai pada 
akhir periode di tahun 2024 adalah 87% 


Tabel 4.1 
Indikator Sasaran Program Bangga Kencana 









































Baseline Target Kinerja 
maa Sa Target | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 
2019 
Angka kelahiran total (Total Rata-rata 2,4 
Fertility Rate/TFR anak per (SDKI 2,26 2,24 2,21 2,19 2,1 
Wanita 2017) 
Angka prevalensi kontrasepsi modern 57,2 
(Modern Contraceptive  Prevelance Persen (SDKI 61,78 62,16 62,54 62,54 63,41 
Rate/mCPR) 2017) 
Persentase kebutuhan ber-KB yang 10,6 
tidak terpenuhi (Unmet Need) Persen (SDKI 3,60 8,30 8,00 7,70 7,40 
2017) 
Angka kelahiran remaja umur 15-19 | Kelahiran per 36 
tahun (Age Specific Fertility | 1000 WUS 15- (SDKI 25 24 21 20 18 
Rate/ASFR 15-19) 19 tahun 2017) 
Indeks Pembangunan Keluarga Indeks 53,57 
(iBangga) (Skala 0-100) | (Survei/PK) 33;97 32:00 3,09 PAR 9100 
Median Usia Kawin Pertama 20,8 
Perempuan (MUKP) Tahun (SDKI 21,9 22,0 22,0 22,1 22,1 
2017) 
Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Persei 21 30 45 65 75 80 
Program yang Kompeten 
Persentase Kerjasama Internasional 
Bangga Kencana yang Persen n/a 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 
diimplementasikan 
Persentase Pemanfaatan Hasil 
Penelitian dalam Penentuan Persen 72,3 75,0 78,0 81,0 84,0 87,0 
Kebijakan Program Bangga Kencana 


























Selanjutnya Kedeputian Advokasi Penggerakan dan Informasi menetapkan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon I (UKE I) dalam rangka pencapaian Indikator 
Sasaran Program Bangga Kencana tersebut yang harus dicapai selama periode 5 


(lima) tahun kedepan, yaitu: 


1. Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga dengan target pada 
tahun 2020 adalah 55 % dan sampai pada akhir periode ditahun 2024 adalah 


75% 


2. Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO) 


25,79% tahun 2020 dan sampai pada akhir periode ditahun 2024 adalah 20% 


dari 


3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) dengan target 
pada tahun 2020 adalah 8,60 dan sampai pada akhir periode ditahun 2024 


adalah 7,40% 
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Tabel 4.2 
Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon I 
Kedeputian Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) 

















Baseline Target Kinerja 
laga Salen Target | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 
2019 

Persentase masyarakat yang 50 
terjangkau Program Bangga Persen (SKAP 55 60 65 70 75 
Kencana 2019) 
Persentase tingkat putus pakai 28,9 
pemakaian kontrasepsi (Drop Persen (SDKI 25,79 | 24,50 | 23,10 | 21,59 | 20,00 
Out/DO) 20 17) 
Persentase kebutuhan ber-KB 10,6 
yang tidak terpenuhi (Unmet Persen (SDKI 8,60 8,30 8,00 7,70 | 7,40 
Need) 20 17) 
































Dalam rangka mencapai sasaran outcome Kedeputian ADPIN, maka seluruh 
komponen/direktorat di lingkungan Kedeputian ADPIN menetapkan sasaran 
kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur yang mengindikasikan 
keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari kegiatan direktorat. 


Sasaran kegiatan Direktorat Advokasi dan KIE adalah meningkatnya pengetahuan, 
sikap dan perilaku masyarakat dalam Program Bangga Kencana. Untuk mengukur 
pencapaian sasaran tersebut, maka Direktorat Advokasi dan KIE menetapkan 
Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut: 

1. Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana. 


Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebesar 55% dan sampai pada 
akhir periode di tahun 2024 adalah sebesar 75% 

2. Presentase stakeholder (pemangku kepentingan/penentu kebijakan) yang 
mendukung Program Bangga Kencana. 
Target pada tahun 2020 adalah 30% Tim Advokasi provinsi dan kabupaten kota 
terbentuk dan menjalankan fungsinya dan sampai pada akhir periode di tahun 
2024 adalah sebesar 70%. 


Selanjutnya dari sasaran kegiatan di atas, output (keluaran) kegiatan yang 

ditetapkan adalah peran serta masyarakat dalam Program Bangga Kencana. 

Pencapaian output diukur dengan indikator output kegiatan sebagai berikut: 

1) Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai 
segmentasi sasaran. 
Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 30% provinsi memperoleh 
informasi dengan isi pesan materi untuk sasaran yang segmented (10 provinsi) 
dan sampai pada akhir periode tahun 2024 adalah 70% (24 provinsi) 

2) Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam angka 
penurunan unmetneed. 
Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 50% provinsi memperoleh 
informasi dengan isi pesan materi penurunan unmetneed (17 provinsi) dan 
sampai pada akhir periode tahun 2024 adalah 90% (31 provinsi). 
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3) Persentase pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana 


Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 30% pemanfaatan sarana dan 
media KIE yang diperhitungkan dari 360 kali kegiatan per tahun atau sebesar 
108 kegiatan dan sampai pada akhir periode tahun 2024 adalah sebesar 252 
kegiatan. Sarana dan media KIE yang dipakai meliputi media cetak, elektronik, 
luar ruang, loni bawah dan media online /media sosial. 







































































4) Persentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang 
melakukan advokasi. 
Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebesar 30% Tim Advokasi 
Lintas Sektor Program Bangga Kencana tingkat provinsi dan/atau 
kabupaten/kota yang melakukan advokasi dan sampai pada akhir periode tahun 
2024 adalah 70 persen. 
Tabel 4.3. 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
Direktorat Advokasi dan KIE 
Baseline Target Kinerja 
Indikator Satuan Target 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Persentase 50 
masyarakat yang (SKAP 
terjangkau Program Peran 2019) 2 o9 c> 10 a 
Bangga Kencana 
Presentase ; ; 50 Yo ö 70 % 
Stakeholder yang 20 % Tg 30 % Tim 40 Yo Tim Tim e Tim 
mendukung Program Advokasi Advokasi AR Advokasi | Advokasi | Advokasi 
Bangga Kencana Persen provinsi provinsi provinsi sete an ie 
provinsi provinsi provinsi 
dan ae dan dan dan dan 
Kab/Kota 
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota | Kab /Kota 
Tabel 4.4. 
Tabel Indikator Output 
Direktorat Advokasi dan KIE 
Baseline Target Kinerja 
Indikator Satuan Target 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Persentase penyebarluasan 
materi KIE Program Bangga Persen 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
Kencana sesuai segmentasi, 
sasaran dan wilayah 
Persentase penyebarluasan 
materi KIE Program Bangga Persen n/a 50% 60% 70% 80 90 
Kencana dalam rangka 
penurunan unmet need 
Persentase pemanfaatan 
sarana dan media KIE Persen 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
Program Bangga Kencana 
Persentase Tim Advokasi 20 Yo Tim | 30% Tim | 40 % Tim | 50% Tim | 60 % Tim | 70 % Tim 
Terpadu Lintas Sektor Advokasi | Advokasi | Advokasi | Advokasi | Advokasi | Advokasi 
Program Bangga Kencana Persen | provinsi | provinsi | provinsi | provinsi | provinsi | provinsi 
yang melakukan advokasi 
dan dan dan dan dan dan 
Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota 
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4.2. Kerangka Pendanaan 


Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai 
keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan 
kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas 
proses penyusunan rencana kinerja dalam suatu periode, yaitu terdapat 
sinkronisasi dan keselarasan antara target yang ingin dicapai dan kemampuan 
dalam pembiayaan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung 
kapasitas riil keuangan yang akan dialokasikan untuk pendanaan 
program /kegiatan dalam kurun waktu tertentu. 


Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana 
organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke 
depan. Perhitungan dalam kerangka pendanaan dibuat berdasarkan proyeksi dalam 
lima tahun yang tertera di dalam Renstra K/L, dalam hal ini Renstra BKKBN 2020- 
2024. Selain itu, dalam menyusun kerangka pendanaan juga harus memperhatikan 
perkiraan sumber dana, baik bersumber dari APBN, maupun sumber pembiayaan 
kegiatan lain (dari pihak donor/hibah dalam dan luar negeri, maupun dari 
organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap Program 
Bangga Kencana) yang dapat diperoleh selama implementasi program/kegiatan 
dalam periode lima tahun kedepan. Kebijakan pemerintah saat ini penganggaran 
diarahkan agar berbasis program (money follows program) melalui penganggaran 
berbasis kinerja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 
Nasional. 


Dukungan anggaran Direktorat Advokasi dan KIE digunakan untuk menjamin 
terlaksananya Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana, baik yang 
dilakukan jajaran Direktorat Advokasi dan KIE maupun dalam rangka integrasi 
kegiatan, fasilitasi dan dukungan kegiatan komponen/direktorat di lingkungan 
BKKBN. Sesuai dengan Struktur Program dan Anggaran Tahun 2020, anggaran 
Direktorat Advokasi dan KIE juga digunakan untuk mendukung Kegiatan Advokasi, 
Sosialisasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja yang dilakukan di 
Perwakilan BKKBN Provinsi. 


Baseline pendanaan Direktorat Advokasi dan KIE tahun 2020 telah dianggarkan 


sebesar Rp 34.473.400.000 dan pada akhir tahun Renstra tahun 2024 sebesar 
Rp.43.521.870.000.- dengan rincian sebagai berikut: 
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PENDANAAN DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE 


Sasaran 
Kegiatan 
(Eselon Il): 





Kegiatan 


Sasaran 
kepedulian dan (Kegiatan: 
peran serta mitra (Meningkatnya 
kerja, pemangku (pengetahuan 
: kebijakan, dan (sikap dan 
Advokasi dan masyarakat perilaku 
Komunikasi, melalui Advokasi (masyarakat 


Informasi dan dan KIE dalam Program 
Edukasi Bangga 


(DITVOKKOM) Kencana 


Direktorat 


TAHUN 2020-2024 


Perkiraan Alokasi Pendanaan 


Indikator Kinerja 
Kegiatan (Eselon 


Il): 


34.473.400.000 ETY 541.800.000 | 38.734.310.000| 41.058.370.000| 43.521.870.000 


Persentase 
masyarakat 
yang terjangkau 
Program 
Bangga 


Kencana 
Presentase 
Stakeholder 


yang 
mendukung 


Program 
Bangga 
Kencana 


Keluaran/Output 
Peran serta 
masyarakat dalam 
Program Bangga 
Kencana 





BAB V 
PENUTUP 


Rencana Strategi (Renstra) BKKBN 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam pengelolaan 
Program Bangga Kencana yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan target 
audience dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 
(lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka 
pendek/tahunan). Seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN memiliki target kinerja yang 
telah ditetapkan dan akan dievaluasi, baik pada setiap tahunnya, pertengahan periode 
RPJMN/Renstra 2020-2024, maupun pada akhir periode 5 tahun(2024) sesuai ketentuan 
yang berlaku termasuk Direktorat Advokasi dan KIE. 


Capaian program yang akan diwujudkan Direktorat Advokasi dan KIE berikutnya mengacu 
kepada capaian Renstra tahun 2015-2019 serta peningkatan ke arah yang lebih produktif 
dan memiliki daya ungkit lebih maksimal pada perencanaan program di tahun 2020 - 2024 
sehingga target/sasaran yang telah ditetapkan dapat berhasil dicapai secara maksimal di 
akhir tahun 2024. Tujuan dan sasaran strategis Advokasi dan KIE direvitalisasi melalui 
penajaman perumusan indikator-indikator dengan berbagai macam implementasi baik dari 
segi kerangka regulasi, mekanisme yang sistematis, peningkatan kualitas SDM serta 


monitoring dan evaluasi yang selaras dengan visi misi Renstra BKKBN 2020 - 2024. 


Akhirnya segala upaya dalam implementasi Program Advokasi dan KIE yang telah 
direncanakan didalam dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya 
dari seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN. Segala permasalahan yang ada di dalam 
implementasi Program Advokasi dan KIE kedepan merupakan tantangan bersama yang 


harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan. 
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Lampiran 


25 


Matriks Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Advokasi dan KIE Tahun 2020-2024 










































































068 (Badan 1 |Dampak (Impact): l Indikator Dampak (Impact) : 
Kependudukan dan Menurunnya Laju Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) PPI 411 0.95 
Keluarga Berencana Penduduk (LPP) Persen $ - - = i 
Nasional (BKKBN) 2015-2045 | (2015-2020) (2020-2025) 
ll (Sasaran Strategis : ll (indikator Sasaran Strategis : 
1 |Menurunnya angka kelahiran total 1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate ITFR) per WUS | Rata-rata anak per 24 2.26 224 221 219 21 BADAN 
usia 15-49 Tahun Wanita (SDKI 2017) 
2 Meningkatnya angka prevalensi 2 |Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern 57,2 KEPENDUDUKAN 
Ba na Depa: Pi Persen 5 61.78 62.16 62.54 62.92 63.41 | DAN KELUARGA 
kontrasepsi modern Contraceptive Prevelance Rate ImCPR) (SDKI 2017) BERENCANA 
Ñ = i i 9 
3 Menurunnya kebutuhan ber-KB 3 [Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi Peran 10,6% 8.60 8.30 8.00 1.70 7.40 NASIONAL 
yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (SDKI 2017) (BKKBN) 
4  |Menurunnya angka kelahiran 4  |Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific ; 
A a Kelahiran per 1000 36 
remaja Fertility Rat e[ASFR 15-19) WUS 15-19 tahun | (SDKI 2017) 25 24 21 20 18 
5 |Meningkatnya Indeks 5 [Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 53,57 
Pembangunan Keluarga (Skala 0-100) (Survei/PK) pai ee a SAN ae 
6 |Meningkatnya Median Usia Kawin 6 (Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 20,8 
Pertama Perempuan Tahun (SDKI 2017) 21.9 22.0 22.0 22.1 22.1 
| |Program lll (Sasaran Program Bangga Kencana lll (Indikator Sasaran Program Bangga Kencana : 
Pembangunan 8 
Keluarga, Meningkatnya kualitas 1 |Angka kelahiran total (Total Fertility Rate TFR) per WUS | Rata-rata anak per 2,4 226 224 221 219 21 
Kependudukan, dan penyelenggaraan Program Bangga usia 15-49 Tahun Wanita (SDKI 2017) i i i š 4 
Keluarga Berencana Kencana dalam peningkatan 2 |Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern 57,2 
kualitas Sumber Daya Manusia Contraceptive Prevelance Rate ImCPR) persen (SDKI 2017) gins 6216 ean 6224 Gst 
Indonesia, serta mewujudkan 3 (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 10,6 
Revolusi Mental dan Pembangunan (Unmet Need) hersen (SDKI 2017) 2.60 8.30 2:00 A Za P TEKNIS 
Kebudayaan 4 [Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific |... per 1000 36 Banoi 
Fertility Rate/ ASFR 15-19) WUS 15-19 tahun | (SDKI 2017) 25 24 21 20 18 Kencana) 
5 Ilndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 53,57 
(Skala 0-100) (SurveilPK) 53.57 55.00 57.00 59.00 61.00 
6 |Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) 20,8 
Tahun (SDKI 2017) 21.9 22.0 22.0 22.1 22.1 
7___|Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Persen 21 30 45 65 75 80 
8 _|Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana Persen nla 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 
9 _|Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Persen 72.3 75.0 78.0 81.0 84.0 87.0 
D (Bidang Advokasi, DA |Sasaran Outcome (Eselon |): D1 (Indikator Sasaran Program (Eselon |): 
Penggerakan dan - z 7 
infomasi Meningkatnya cakupan dan kualitas 1 Persentase masyarakat yang terjangkau Program Persen 50 55 60 65 70 75 ; 
advokasi KIE, jejaring kemitraan, Bangga Kencana (SKAP 2019) Kedeputian 
kinerja petugas lini lapangan dan = - - - Bidang Advokasi, 
pengelolaan smart data dan 2 aa ae putus pakai pemakaran kontrasepsi Persen 28,9 25.79 24.50 23.10 21.59 20.00 Penggerakan, dan 
informasi melalui teknologi (SDKI 2017) Informasi (ADPIN) 
3 (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 10,6 
Persen 4 8.60 8.30 8.00 7.70 7.40 








(Unmet Need) 


(SDKI 2017) 









































Peningkatan 
kepedulian dan peran 














serta mitra kerja, Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga 50 55 (38.314 | 60 (41.797 | 65 (45.280 | 70 (48.763 | 75 (52.247 
pemangku kebijakan, pengetahuan sikap dan perilaku Kencana (34.831 Kel | Kelyang Kel yang Kel yang Kel yang Kel yang 
dan masyarakat masyarakat dalam Program Bangga Persen yang disurvey | disurvey) | disurvey) | disurvey) | disurvey) | disurvey) 
melalui Advokasi dan Kencana SKAP 2019) 
KIE (SKAP 2019) 
2 |Presentase Stakeholder yang mendukung Program Bangga . ng 5 s , 
Kencana 20% Tim 30% Tim | 40% Tim | 50% Tim | 60% Tim | 70% Tim 


Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi 
































Advokasi Dae oa nee Ta nage 
provinsi dan provinsi dan | provinsi dan | provinsi dan | provinsi dan | provinsi dan 
Persen Kab/Kota (109 Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota 
Tim dari 548 (164 Tim (219 Tim (274 Tim (329 Tim (384 Tim 
Prov & dari 548 dari 548 dari 548 dari 548 dari 548 
Kab/Kota) Prov & Prov & Prov & Prov & Prov & 
Kab/Kota) | Kab/Kota) | Kab/Kota) | Kab/Kota) | Kab/Kota) 
Keluaran/Output: Peran serta masyarakat dalam Program Bangga Persen 50 55 (38.314 | 60 (41.797 | 65 (45.280 | 70 (48.763 | 75 (52.247 
Kencana (34.831 Kel | Kel yang Kel yang Kel yang Kel yang Kel yang 
yang disurvey | disurvey) | disurvey) | disurvey) | disurvey) | disurvey) 
SKAP 2019) 
1.1 |Persentase penyebarluasan materi KIE Program 
Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan 20% (7 30% (10 40% (14 50% (17 60% (20 70% (24 
. Persen Sr et Pu Ha ae oer 
wilayah Provinsi) Provinsi) Provinsi) Provinsi) Provinsi) Provinsi) Direktorat 
Advokasi, 
111 IPengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Komunikasi, 
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Provinsi 7 10 14 17 20 24 Informasi dan 
= - - - Edukasi 
112 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Advokasi, provinsi 34 34 34 34 34 34 (DITVOKKOM) 
romosi dan KIE Program Bangga Kencana 
1.2 (Persentase penyebarluasan materi KIE Program 
Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet Persen n/a 50% (17 60% (20 70% (24 80% (27 90% (31 
need Provinsi) Provinsi) Provinsi) Provinsi) Provinsi) 
121 IPeningkatan Sosialisasi Advokasi Program Bangga 
Kencana melalui Tenaga Lini Lapangan dan Dokumen 17 20 24 27 31 
Kegiatan Momentum 
1.3 |Persentase pemanfaatan sarana dan media KIE 20% (72 30% (108 | 40% (144 | 50% (180 | 60% (216 | 70% (252 
Program Bangga Kencana Berean frekuensi | frekuensi | frekuensi | frekuensi | frekuensi | frekuensi 
diberbagai | diberbagai | diberbagai | diberbagai | diberbagai | diberbagai 
media) media) media) media) media) media) 
131 (Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga 
Kencana melalui Media Massa Cetak, Media , 
Elektronik, Media Online, Media Luar Ruang serta Frekuensi 72 108 144 180 216 252 
Media Lini Bawah 










































































er ponm | 20% Tm | 40% Tim | s0% Tin | eo% Tmn | ost 
gram Pangg yang ae Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi 
advokasi Advokasi ae kia ne rae a 
insid provinsi dan | provinsi dan | provinsi dan | provinsi dan | provinsi dan 
aoe EEK (109 Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota 
Tim dari 548 (164 Tim (219 Tim (274 Tim (329 Tim (384 Tim 
Prov & dari 548 dari 548 dari 548 dari 548 dari 548 
Kab/Kota) Prov & Prov & Prov & Prov & Prov & 
Kab/Kota) | Kab/Kota) | Kab/Kota) | Kab/Kota) | Kab/Kota) 
141 Peningkatan Advokasi Program Bangga Kencana Kegiatan 40 20 20 20 20 20 
melalui Media 
142 |Peningkatan Advokasi Program Bangga Kencana Provinsi 9 5 5 5 5 5 





melalui Mitra Kerja 



































STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TA 2021 


























Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi 


1 2 3 4 5 6 
No. PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IOK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN TARGET KINERJA ALOKASI KETERANGAN DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh 
Target Satuan ANGGARAN 
PAGU PERWAKILAN BKKBN PROVINSI 
068.02 |Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana 
3331 |Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 





331.078.00|Tanpa Sub Output 


1.3 


Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga 
Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah 


40% (14 
Provinsi) 


Provinsi 


40% (11 Kab/Kota) 


40% (14 
Kab/Kota) 


40% (15 Kab/Kota) 


40% (9 
Kab/Kota) 





139 


Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, 
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 


14 


Provinsi 





a |Pengembangan Desain Materi Promosi KIE Program 
Bangga Kencana berdasarkan Segmentasi Sasaran 
dan Kewilayahan 





b |Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian 
output 





Pers 


entase penyebarluasan materi KIE Program Bangga 


60% (20 


Persen 


60% (4 Kab/Kota) 


60% (16 Kab/Kota) 


60% (21 Kab/ 


60% (14 Kab/ 





140 


Peningkatan Sosialisasi Advokasi Program Bangga 


20 


Dokumen 


1 


1 


1 


1 





a | Sosialisasi dan Advokasi Program KKBPK melalui 
Kegiatan Momentum Internasional dan Nasional 





b | Sosialisasi dan Advokasi Program Bangga Kencana 
melalui Tenaga Lini Lapangan 





c (Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian 
output 








1.5 


Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program 


308 


kab/kota 
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Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga 


Media Online serta Media Luar Ruang 


Kencana melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik, 


308 


Frekuensi 


16 


21 


23 


14 





a |Promosi KIE Program Bangga Kencana Melalui Media 
Sosial 





b (Sosialisasi Pelaksanaan Hari Keluarga 





Produksi Multi Media dan Pendayagunaan MPC 





c 
d |Sosialisasi dan Promosi KIE Program Bangga 
Kencana melalui Media Luar Ruang 





e |Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian 
output 











1.6 Persi 


entase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program 


40 % Tim 


persen 


40% Tim 


40% Tim 


40% Tim 


40% Tim 


40% Tim 


40% Tim 
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Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi 
Terpadu Program Bangga Kencana 


20 


Kegiatan 


20 


20 


20 


20 


20 


20 





a | Advokasi Program Bangga Kencana Berbasis Bukti 
(Pendampingan Pokja Advokasi) 





b | Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK 
Bersama Mitra Kerja 





c |Advokasi Program Bangga Kencana Melalui Media 
Elektronik 








d (Kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian 
output 












































CATATAN: 
Dukungan Channel Advokasi KIE 


3,000,000,000 


1 dari 3 


10 


14 


15 


16 


21 





ve 
Sumatera Utara 


8 
Sumatera Barat 


11 
Sumatera Selatan 


12 
Lampung 


13 
Kalimantan Barat 


17 
Sulawesi Utara 


18 
Sulawesi Tengah 


19 
Sulawesi Selatan 


20 
Sulawesi 

































































Riau Jambi Kalimantan Tengah Kalimantan Kalimantan Maluku 
Selatan Timur Tenggara 
40% (8 40% (7 | 40% (6 Kab/Kota) 40% (5 40% (4 40% (10 40% (7 
Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kota) 
1 1 1 1 1 1 1 
60% (20 Kab/ 60% (7 Kab/Kota) 60% (6 60% (8 Kab/Kota) 60% (14 60% (10 60% (7 Kab/Kota) 
1 1 1 1 1 1 1 
20 11 7 7 10 9 8 8 8 6 8 8 14 10 4 
40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 50% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

































































2 dari 3 




































































22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 
Bali Nusa Tenggara Nusa Tenggara Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat | Kalimantan Utara TOTAL 
Barat Timur 
40% (9 40% (12 40% (2 40% (119 Kab/Kota) 
Kab/Kota) Kab/Kota) Kab/Kota) 
1 1 1 14 
60% (7 Kab/Kota) 60% (13 60% (17 60% (6 Kab/Kota) 60% (4 Kab/Kota) 60% (4 60% (8 Kab/Kota) 60% (4 60% (3 Kab/Kota) | 60% (193 Kab/Kota) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
6 7 13 17 6 6 5 4 4 4 8 4 2 308 
40% Tim Advokasi | 40% Tim Advokasi 40% Tim 40% Tim Advokasi | 40% Tim Advokasi | 30% Tim Advokasi |40% Tim Advokasi | 40% Tim Advokasi | 40% Tim Advokasi 40% Tim 40% Tim 40% Tim 40% Tim 219 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 






























































3 dari 3 


bkkba? 


DIREKTORAT ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI 
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